
\ASLI 

Kepada Yang Mulia, 
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI 
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 
Jakarta Pusat 

C.q.: Majelis Hakim Konstitusi

HERU WIDODO LAW OFFICE 
Menteng Square TBO-42-45 Lantai 3 
JI. Matraman Raya 30E, Pegangsaan 
Menten g, Jakar ta  Pusat  10320 

Jakarta, 20 Januari 2025 

Pemeriksa Perkara No. 16/PHPU.BUP-XXlll/2025 

Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 16/PHPU.BUP­
XXlll/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Pasaman Tahun 2024 

Perkenankan dengan hormat, 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini bertindak untuk dan atas nama: 

1] Nama
NIK
Tempat/Tgl. Lahir
Kewarganegaraan
Pekerjaan

: WELL Y SUHERY, ST. 
:  

 
:  

 
Alamat :  

2] Nama
NIK
Tempat/Tgl. Lahir
Kewarganegaraan
Pekerjaan

 

: ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.lkom., M.Sc. 
:  

 
 

 
Alamat :  

 

Keduanya adalah Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 1 
dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 di 
Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten 
Pasaman No. 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil 
Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, tertanggal 22 September 
2024 (Vide: Bukti PT-1) dan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 
Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan 
Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (Vide: Bukti PT-2). 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa 
khusus kepada: 

1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H.
3. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.
4. AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.
5. HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.
6. FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.
7. JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.

DITERIMA DARI : .P.!!t!!.�.��-��.T 

No .. J� ... /PHPU.BUP.f ::..�1•1 ••••• /20.�.r.

Hari S<c?(\((\

Tanggal: '2.0 F<., .bl"'\..O.n' '2. 0czs

Jam (1. '1 fl t...>l B



Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung 
pada HERU WI DODO LAW OFFICE I HWL, Legal Solution and Beyond, Menteng Square 
Tower B Lantai 3 TBO. 42-45, JI. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, 
Jakarta Pusat 10320, alamat e-mail: hwlofficemail@gmail.com, baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai ---------------------- PIHAK TERKAIT 

Dengan ini menyampaikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: 
16/PHPU.BUP-XXlll/2025 atas permohonan yang diajukan oleh: 

• SABAR AS, S.Ag., M.Si dan SUKARDI, S.Pd., M.M., Pasangan Calon Nomor Urut
3, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024,
selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- PEMOHON

Terhadap: 

• KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN, Provinsi Sumatera Barat,
se I an j utn ya di se but se bag a i -------------------------------------------------------- TERM OHO N

Untuk itu, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan Keterangan atas Permohonan yang 
diajukan oleh Pemohon (SA BAR AS dan SUKARDI) sebagai Pasangan Ca Ion Bupati dan 
Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan 
sistematika sebagai berikut: 

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN DIAJUKAN MELAMPAUI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Norn or 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 1012016") juncto Pasal 7 ayat
(2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata
Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota, (selanjutnya disebut "PMK 312024"), yang pada pokoknya
menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.

2. Bahwa obyek sengketa berupa surat Keputusan KPU Kabupaten
Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan
pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB, di Lubuk
Sikaping (Vide: Bukti PT-3). Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga)
hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah: hari kesatu Senin,
tanggal 2 Desember 2024, hari kedua Selasa, 3 Desember 2024, dan
hari ketiga Rabu, 4 Desember 2024.

3. Bahwa berdasarkan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
ELEKTRONIK Nomor 16/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang diterbitkan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ditetapkan sebagai berikut:
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"Pada hari ini, Kamis tanggal lima bu/an Desember tahun dua ribu dua 
puluh empat pukul 00:02 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan 
Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, o/eh: 

Pasangan Ca/on Bupati dan Wakil Bupati KABUPA TEN PA SA MAN ,

Nomor Urut 3. Dalam ha/ ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
bertanggal 04 Desember 2024 memberi kuasa kepada Fauzan Zakir, 
S.H., M.H., dkk.
Selanjutnya disebut sebagai _,__________ PEMOHON; 

Terhadap: 

Komisi Pemilihan Umum KABUPA TEN PASAMAN 
Selanjutnya disebut sebagai---------- TERMOHON; 

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani o/eh Panitera pada tanggal 05 
Desember 2024 pukul 06:37 WIB." 

Maka diperoleh fakta hukum, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah 
Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00:02 WIB (Vide: 
Bukti PT-5). 

4. Bahwa pada dalil Permohonan Bagian II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN, huruf (g) halaman 3, Pemohon juga telah mengakui bahwa
"Permohonan Pemohon sudah lewat hari ketiga".

5. Bahwa dalil Pemohon pada Bagian II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN, huruf (g) yang menyatakan pengajuan Permohonan
Pemohon belum masuk hitungan hari kerja ketiga dari hari kerja sebagaimana
dimaksud pasal 7 ayat (2) dan (4) PMK 3/2024, yakni dengan alasan jam kerja
dihitung mulai pukul 08.00 WIB, bukan mulai pukul 00.01 WIB adalah keliru,
karena hari kerja ketiga adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 yang
berakhir pada pukul 00.00 WIB. Sehingga Permohonan Pemohon yang
diajukan secara ONLINE (daring) pada hari keempat adalah lewat waktu.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan 
Pemohon diajukan pada HARi KEEMPAT sejak Obyek Sengketa ditetapkan, 
sehingga melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi bahwa Permohonan 
diajukan melampaui tenggang waktu beralasan hukum untuk dikabulkan. 
Berkenan kiranya, yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 
menjatuhkan putusan dissmisa/ dengan menyatakan Permohonan tidak dapat 
diterima. 

B. DENGAN SELISIH PEROLEHAN SUARA YANG MELEBIHI AMBANG
BATAS YAKNI SEBANYAK 9.139 SUARA (6,36%) DAN TIDAK ADA
KONDISI SPESIFIK UNTUK MENUNDA BERLAKUNYA KETENTUAN
SYARAT AMBANG BATAS, PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN
HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) untuk mengajukan Permohonan perselisihan suara hasil pemilihan 
Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 kepada 
Mahkamah Konstitusi. Sebab, perbedaan perolehan suara Pemohon 
dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas 1,5%, yakni sebanyak 9.139 
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suara atau 6136% dari total suara sah, serta tidak terdapat kondisi spesifik 
yang dapat dijadikan alasan menunda keberlakuan syarat ambang batas. 

Argumentasi yuridis eksepsi ini disampaikan berdasarkan fakta hukum 
berikut: 

1. Sahwa berdasarkan data Sadan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman
Tahun 2023, penduduk Kabupaten Pasaman berjumlah sebanyak
313.120 jiwa. Dengan demikian, ambang batas perbedaan perolehan
suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat mengajukan
permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman paling banyak
1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan
suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon sebagaimana diatur dalam
Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 1 O Tahun 2016 yang mensyaratkan
sebagai berikut:

"kabupatenlkota dengan }um/ah penduduk lebih dari 250.000 (dua 
ratus lima pu/uh ribu) jiwa sampai dengan 500. 000 (/ima ratus ribu) 
jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila 
terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima 
persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang 
ditetapkan a/eh KPU Kabupaten/Kota." 

2. Sahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 851 Tahun
2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Supati dan Wakil Supati Kabupaten
Pasaman Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIS, di 
Lubuk Sikaping (Vide: Bukti PT-3) dan Serita Acara dan Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan
dalam Pemilihan Supati dan Wakil Supati Tahun 2024 tanggal 2 Desember
2024 (Model D. Hasil KASKO-KWK-Supati/Walikota) (Vide: Bukti PT-4).
Mengacu kepada keputusan tersebut, hasil suara untuk masing-masing
pasangan calon Supati dan Wakil Supati Pasaman adalah sebagai
berikut:

No Nama Pasangan Galon Perolehan % Selisih 
Suara 

1 WELL Y SUHERY, ST. - ANGGIT 51.828 36,08 9.139 
KURNIAWAN NASUTION, suara 

S.lkom, M.Sc. atau 
2 Ors. H. MARA ONDAK, M.M. - 49.126 34,2 6,36% 

DESRIZAL, SKM., M.Kes 
3 SABAR AS, S.Ag., M.Si. - 42.689 29,72 

SUKARDI, S.Pd., M.M. 
Jumlah total suara sah 143.643 100 

3. Sahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara
pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 51.828
suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya mencapai = 42.689
suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 143.643 suara. Dengan
demikian syarat Ambang Batas Maksimal bagi Pemohon untuk dapat
mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% x 143.643
suara = 2.155 suara.
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4. Bahwa faktanya, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan
Galon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah sebanyak 9.139 suara atau
6,36% dari total suara sah sehingga telah melebihi ambang batas
maksimal selisih 1,5% yang diperkenankan untuk dapat mengajukan
permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan terbukti Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a
quo karena selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon telah melebihi
ambang batas (threshold) sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a
uu 10/2016.

6. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas (threshold)
selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke
Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi
permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya, apabila
melebihi ambang batas (threshold) selisih yang telah ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat
dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara
akhir. Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU
10!2016juncto Pasal 2 PMK 3/2024, yang selengkapnya menyatakan sebagai
berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016: 
Perse/isihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan pero/ehan 
suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan ca/on 
terpilih. 

Pasal 2 PMK 3/2024: 
Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan 
Termohon mengenai penetapan pero/ehan suara hasil pemilihan yang 
dapat memengaruhi penetapan ca/on terpilih. 

7. Bahwa dalam praktiknya untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah pernah
menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 antara lain dalam beberapa
putusan sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVl/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

8. Bahwa bahkan dalam penyelesaian hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan
bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain,
ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilukada dikarenakan terdapat alasan­
alasan kuat bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuannya, sebagaimana
dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
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d. Putusan Nomor 1 00/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

9. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon
tidak memiliki dasar untuk mengenyampingkan atau menunda
keberlakuan Pasal 158 UU 1012016. Atas dugaan pelanggaran administrasi
persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dimaksudkan
Pemohon sebagaimana tercatat dalam Laporan Bawaslu Nomor
04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/Xl/2024, dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Pasaman tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor: 128/PP.00.02/K.SB-
6/11/2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas
laporan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/Xl/2024, telah ditindaklanjuti dan
diselesaikan oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan melakukan
Kajian/Telaah Hukum sebagaimana diamanatkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan mengeluarkan Tindak Lanjut
Rekomendasi sebagaimana surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor:
1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal: Penyampaian
Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman jo. Nomor:
1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal: Penyampaian
Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman, sehingga masalah
dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon tersebut
telah selesai dan tuntas (Vide: Bukti PT-6 dan Bukti PT-7).

10. Bahwa adapun mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berupa:

1) Calon Bupati Nomor Urut 02, Ors. Mara Ondak, M.M. Tidak Memenuhi
Syarat Sebagai Calon Bupati Dalam Proses Pencalonan;

2) Termohon Telah Lalai Dan Melanggar Ketentuan Dalam Meloloskan
Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 01 Sdr. Anggit Kurniawan
Nasution, S.lkom., M.Sc.;

3) Termohon Telah Lalai Dan Melanggar Ketentuan Dalam Meloloskan Ors.
Mara Ondak, MM, sebagai Calon Bupati Pasaman Nomor Urut 02.

Ketiga pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi 
pencalonan yang jangka waktu untuk menggugat pembatalan tersebut di 
Bawaslu telah lewat dari 7 (tujuh) hari sejak Keputusan penetapan pasangan 
calon diterbitkan Termohon. Namun demikian, Pemohon tidak pernah 
melaporkan ke Bawaslu, sehingga tidak beralasan hukum untuk secara tiba­
tiba dimohonkan penyelesaiannya di sengketa hasil pemilihan. 

Atas dasar argumentasi eksepsi yang Pihak Terkait sampaikan di atas, maka karena 
Permohonan telah lewat waktu dan Pemohon tidak mempunyai legal standing 
untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka beralasan 
hukum bagi Pihak Terkait untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dismissal dengan menyatakan: 
"permohonan Pemohon tidak dapat diterima". 
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II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon
kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan termuat dalam Keterangan
Pihak Terkait ini.

2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi
dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam Pokok
Permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pasaman Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan
prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih
yang cukup baik, dan telah diselenggarakan dengan mengikuti prosedur dan
ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon
selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman 2024.

4. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman
Tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh
penyelenggara Pemilihan dan telah mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan
aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil
Permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran
adalah muncul sejak diketahui perolehan suara Pemohon jauh berada di
bawah perolehan suara Pihak Terkait, dalil-dalil Permohonan a quo bersifat
asumtif dan tidak didukung oleh alat bukti yang menyakinkan serta tidak didukung
oleh argumentasi hukum yang jelas sandarannya. Sementara ini Pihak Terkait
berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah disusun
sedemikian rupa hanya sekedar untuk menjadi dasar dan titik tolak petitum yang
diajukan oleh Pemohon serta sama sekali tidak berpengaruh terhadap
perolehan suara Pemohon.

5. Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Pemohon mengenai adanya
dugaan pelanggaran administratif yang fatal dalam penetapan pasangan calon dan
pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Tersturktur, Sistematis, dan Masif, dengan ini
Pihak Terkait perlu terlebih dahulu menyampaikan gambaran umum mengenai
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024
sebagai berikut:

5.1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 telah
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada 
tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon sesuai 
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman No. 600 
Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta 
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 22 
September 2024 (Vide: Bukti PT-1); 

5.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Pasaman No. 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan 
Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman 
Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, masing-masing pasangan calon 
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman mendapatkan nomor urut sebagai berikut: 
(Vide: Bukti PT-2): 

Nomor Urut 1 

Nomor Urut 2 
Nomor Urut 3 

Welly Suhery, ST.-Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom, 
M.Sc.
Ors. H. Mara Ondak, M.M. - Desrizal, SKM., M.Kes
Sabar AS, S.Ag., M.Si. - Sukardi, S.Pd., M.M.
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5.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Pasaman No. 851 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, pukul 
21.48 WIB, di Lubuk Sikaping (Vide: Bukti PT-3) dan Serita Acara dan 
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap 
Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, 
tanggal 2 Desember 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) 
(Vide: Bukti PT-4), menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan 
Galon adalah: 

No Nama Pasangan Calon Perolehan 
Suara 

1. WELL Y SUHERY, ST. -ANGGIT KURNIAWAN 51.828 
NASUTION, S.lkom, M.Sc. 

2. Ors. H. MARA ONDAK, M.M. - DESRIZAL, SKM., 49.126 
M.Kes

3. SABAR AS, S.Ag., M.Si. -SUKARDI, S.Pd., M.M. 42.689 
Jumlah total suara sah 143.643 

Selanjutnya perkenankan Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Permohonan baik yang 
secara langsung maupun tidak langsung dialamatkan kepada Pihak Terkait, 
sebagaimana uraian sebagai berikut: 

A. TANGGAPAN TERHADAP DAUL TENTANG CALON WAKIL BUPATI NOMOR
URUT 01, ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.lkom, M.Sc., TIDAK
MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI DALAM PROSES
PENCALONAN

Terhadap dalil permohonan tersebut, disampaikan tanggapan dan bantahan 
bahwa tidak benar Galon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Anggit Kurniawan 
Nasution, S.lkom, M.Sc., tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati dalam 
proses pencalonan. 

Argumentasi bantahan Pihak Terkait disampaikan berdasarkan fakta hukum 
sebagai berikut: 

1. Bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
yang berkenaan atau yang beririsan dengan pemindanan dalam pasal 7 ayat
(2) huruf g UU 10/2016, ditetapkan sebagai berikut :

"Caton Gubernur dan Ca/on Wakil Gubernur, Caton Bupati dan Ca/on 
Wakil Bupati, serta Ca/on Walikota dan Caton Wakil Wa/ikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

. . .

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempero/eh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";

2. Bahwa syarat "tidak pernah sebagai terpidana" dan "kewajiban
mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana" dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf g UU 10/2016 tersebut telah mengalami pergeseran norma
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVll/2019,
bertanggal 11 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
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"(2) Caton Gubernur dan Galon Wakil Gubernur, Galon Bupati dan Galon 
Wakil Bupati, serta Caton Walikota dan Galon Wakil Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: . . .

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena me/akukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau /ebih, kecuali terhadap 
terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak 
pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana da/am hukum positif hanya 
karena pe/akunya mempunyai pandangan po/itik yang berbeda 
dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan 
terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah 
mantan terpidana selesai menja/ani pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka 
mengumumkan mengenai /afar belakang jati dirinya sebagai 
mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan 
yang beru/ang-ulang;". 

3. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVll/2019 a quo,
warga negara Indonesia yang "tidak pernah sebagai terpidana yang diancam
dengan pidana lima tahun atau lebih" dapat mencalonkan diri, dan bagi
mantan terpidana tersebut, disyaratkan "telah melewati jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang
jati dirinya sebagai mantan terpidana".

4. Bahwa isi Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, diakomodir dan diatur dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 8 Tahun
2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU
8/2024") yang berbunyi sebagai berikut:

"f tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau /ebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan 
tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian 
suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam 
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan 
politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi 
mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun 
setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempero/eh kekuatan 
hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan 
mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan 
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang." 

5. Bahwa mendasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-XVll/2019
dan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) PKPU 8/2024, status Calon Wakil Bupati Nomor
Urut 01 atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom, M.Sc. yang pernah
dijatuhi pidana turut serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama
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(4) empat tahun (Vide: Bukti PT-10 dan Bukti PT-12), tidak terhalang dan
tetap memenuhi syarat untuk mencalonkan diri berpasangan dengan Galon
Bupati Nomor Urut 01 atas nama Welly Suhery, ST.

6. Bahwa demikian pula mengenai persyaratan untuk mengumumkan kepada
publik, dengan status Galon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Anggit
Kurniawan Nasution, S.lkom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta
melakukan penipuan dengan ancaman paling lama (4) empat tahun tersebut
tidak dibebani kewajiban untuk itu. Sebab, ketentuan yang mengharuskan
untuk mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU­
XVll/2019 dan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) PKPU 8/2024, adalah berlaku untuk
mantan terpidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih dan
setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana
selesai menjalani pidana penjara.

7. Bahwa keharusan untuk mengumumkan bagi mantan terpidana yang
ancamannya lima tahun atau lebih dan telah melewati masa tunggu tersebut
TERKONFIRMASI dari isi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 54/PUU-XXll/2024 tanggal 20 Agustus 2024 [yang menguji
Pasal 7 ayat (2) huruf g berkenaan frasa "masa tunggu"], yang dalam Paragraf
[3.11.3] Halaman 53 menegaskan hal tersebut, sebagaimana dikutip:

"[3. 11. 3] Bahwa dengan dasar argumentasi hukum sebagaimana 
diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah kemudian 
menegaskan pember/akuan masa tunggu 5 (lima) tahun dikaitkan 
dengan tindak pidana yang terbukti diancam dengan pidana 5 (lima) 
tahun atau lebih dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan 
dirinya adalah mantan terpidana harus diberlakukan secara kumulatif. 

Artinya, bagi terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana 5 (!ima) tahun atau lebih masih diwajibkan untuk 
menyatakan secara jujur dan terbuka bahwa dirinya adalah mantan 
terpidana disertai dengan menyatakan secara jelas jenis dan ancaman 
tindak pidana yang terbukti telah dilakukan. 

O/eh karena itu, bagi terpidana yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih berlaku syarat masa tunggu 5 (lima) tahun, tanpa 
melihat terpidana tersebut sebagai pelaku utama atau pelaku 
pembantuan, sebagaimana yang didali/kan Pemohon. 

Sebab, yang menjadi dasar untuk dikenakan masa tunggu 5 (lima) tahun 
adalah bukan terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh 
terpidana dan kua/ifikasi perbuatannya. akan tetapi pada ancaman 
pidana yang terbukti yang dilakukan o/eh terpidana yaitu 5 (lima) tahun 
atau lebih. 

Penegasan pendirian Mahkamah a quo penting dilakukan, karena hat 
tersebut semata-mata untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur. 
dan berintegritas, sehingga semua syarat itu harus dipenuhi secara 
kumulatif dalam memberlakukan salah satu syarat untuk menjadi kepa/a 
daerah." 

8. Bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-XXll/2024
tersebut, maka terbukti dengan terang benderang bahwa pemberlakuan masa
tunggu 5 (lima) tahun dan harus secara jujur serta terbuka mengemukakan
dirinya adalah mantan terpidana, berlaku secara kumulatif untuk mantan
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terpidana dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun 
atau lebih. Syarat kumulatif dimaksud adalah: 

( 1) terpidana dengan ancaman lima tahun atau lebih;
(2) telah melewati masa tunggu lima tahun, dan
(3) secara jujur serta terbuka mengemukakan dirinya adalah mantan

terpidana.

9. Bahwa atas dasar agumentassi yuridis tersebut diatas, maka Anggit
Kurniawan Nasution, S.lkom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut serta
melakukan penipuan dengan ancaman paling lama (4) empat tahun "tidak
terkena syarat jeda dan tidak pula diharuskan untuk mengumumkan secara
terbuka kepada publik."

10. Bahwa apalagi dengan status Galon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama
Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom, M.Sc. yang pernah dijatuhi pidana turut
serta melakukan penipuan dengan ancaman paling lama (4) empat tahun,
berdasarkan Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU­
XIV/2016 atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016, menurut Pihak
Terkait tidak masuk kategori sebagai Terpidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

11. Bahwa argumentasi Pihak Terkait mendasarkan pada bunyi selengkapnya
Amar Angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016
atas uji materiil Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016, sebagai berikut:

"4. Menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga 
Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang­
Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 
sepanjang kata "terpidana" dalam norma Undang-Undang a quo 
tidak dimaknai "terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana 
korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak 
pidana terhadap keamanan negara, danlatau tindak pidana 
karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah be/ah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana 
kealpaan dan tindak pidana po/itik da/am pengertian suatu 
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam 
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan 
politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa". 

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016
a quo, yang dimaksud "TERPIDANA" sebagaimana diatur dalam Pasal 163
ayat (8) UU UU 10/2016, adalah:

terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap; 

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih; 
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atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, 
tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara; 

dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat 
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian 
suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum 
positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang 
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. 

13. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil
Pemohon tentang Galon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Anggit Kurniawan
Nasution, S.lkom, M.Sc., dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil
bupati, telah dapat Pihak Terkait bantah dan buktikan sebaliknya.

14. Bahwa adapun berkenaan dengan "Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai
Terpidana" dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
370/SK/HK/Vlll/2024/PN.Jkt.Sel bertanggal 16 Agustus 2024 yang
dipermasalahkan oleh Pemohon, dapat Pihak Terkait terangkan sebagai
berikut:

14.1. Bahwa dalam rangka pemenuhan dokumen persyaratan calon, Galon
Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom, M.Sc. 
dengan itikad baik telah mendatangi pengadilan negeri yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggalnya yakni Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dan bukan pengadilan lain, serta secara jujur menyampaikan 
maksudnya untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai 
terpidana untuk keperluan pemenuhan persyaratan pencalonan 
sebagai Wakil Bupati; 

14.2. Bahwa untuk keperluan permohonan surat keterangan tidak pernah 
sebagai terpidana, petugas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
memberikan persyaratan sebagaimana persyaratan dalam Aplikasi 
Eraterang (Elektronik Surat Keterangan) dimana Galon Wakil Bupati 
Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom, M.Sc. disyaratkan 
salah satunya untuk membuat Surat Pernyataan TIDAK PERNAH 
TERPIDANA SELAMA 5 TAHUN ATAU LEBIH (Vide: Bukti PT-8), 
kemudian Galon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan 
Nasution, S.lkom, M.Sc. membuat surat pernyataan dimaksud. 

14.3. Bahwa setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan 
verifikasi dan validasi permohonan tersebut ke dalam Sistem lnformasi 
Penelusuran Perkara (SIPP). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 mengeluarkan "Surat 
Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 
370/SK/HK/Vlll/2024/PN.Jkt.Sel. (Vide: Bukti PT-9) yang 
menyatakan: 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan Register /nduk Pidana, 
menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai 
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang te/ah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 
dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pencalonan 
Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat 
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Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya." 

14.4. Bahwa kemudian surat tersebut diajukan kepada Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Pasaman sebagai pemenuhan syarat pencalonan 
Galon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom, 
M.Sc.

14.5. Bahwa sesuai dengan program dan jadwal tahapan sebagaimana 
dimaksud Lampiran I PKPU 8/2024, Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Pasaman kemudian melakukan pemberitahuan dan 
pengumuman hasil penelitian Persyaratan Administrasi Galon atas 
nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal 13 
s/d 14 September 2024 dan membuka masa masukan dan tanggapan 
masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada 
tanggal 15 s/d 18 September 2024. 

14.6. Bahwa sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan 
masyarakat tersebut, KPU Kabupaten Pasaman tidak menerima 
tanggapan masyarakat terkait persyaratan administrasi Galon Wakil 
Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S. lkom, M.Sc., 
(Vide: Bukti PT-6 dan Bukti PT-7) kemudian KPU Kabupaten 
Pasaman mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 
600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Galon Bupati Dan 
Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 
2024, tertanggal 22 September 2024 (Vide: Bukti PT-1) dan 
Keputusan KPU Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 Tentang 
Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Galon Peserta Pemilihan 
Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 
September 2024 (Vide: Bukti PT-2). 

14.7. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten 
Pasaman No. 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Galon 
Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Pada Pemilihan Serentak Nasional 
Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU 
Kabupaten Pasaman No. 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor 
Urut Dan Daftar Pasangan Galon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil 
Bupati Pasaman Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, maka 
tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati telah selesai dan 
ditutup. 

14.8. Bahwa pada tanggal 20 November 2024, Galon Wakil Bupati Nomor 
Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom, M.Sc. menerima surat dari 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 338/WKPN.W10-
U3/HK.01 /Xl/2024 Perihal: Pembatalan Surat Keterangan (Vide: Bukti 
PT - 11) yang pada pokoknya menyampaikan: 

"setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan 
penelitian dengan seksama di dalam Sistem lnformasi 
Penelusuran Perkara (SIPP), ternyata terdapat kekeliruan, 
dimana saudara terdaftar sebagai terdakwa dalam perkara 
Pidana Nomor: 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, yang diputus pada 
tanggal 26 Juli 2022 dan tidak ada upaya hukum; 
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Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka dengan ini kami 
membatalkan dan menyatakan tidak ber/aku /agi Surat 
Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut". 

14.9. Bahwa surat tersebut juga ditembuskan kepada KPU Kabupaten 
Pasaman, hal mana membuktikan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, 
Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom, M.Sc. telah bersikap jujur pada 
saat mengurus surat keterangan tersebut dengan menyampaikan 
dengan jelas keperluan pembuatan surat keterangan tersebut adalah 
untuk pemenuhan syarat pencalonan sebagai Wakil Bupati, sehingga 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun menembuskan pembatalan 
surat tersebut kepada KPU Kabupaten Pasaman. 

14.10. Bahwa dengan adanya Surat Pembatalan tersebut sebagai bentuk 
itikad baik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan 
Nasution, S.lkom, M.Sc. telah mendatangi kembali Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan untuk mengurus Surat Keterangan Pernah Terpidana 
hingga pada tanggal 10 Desember 2024 Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan mengeluarkan Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana 
Nomor: 809/SK/HK/Xll/2024/PN. Jkt.Sel. (Vide: Bukti PT-12), yang 
isinya: 

"Berdasarkan hasi/ pemeriksaan Register lnduk Pidana, 
menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam perkara 
Pidana Nomor: 293/Pid.B/2022/PN. Jkt. Set yang tel ah diputus 
pada tangga/ 26 Juli 2022 dengan ancaman pidana 3 (tiga) dan 
tidak ada upaya hukum. 

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 
dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pencalonan 
Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat 
Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya." 

15. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, terbukti
bahwa tidak ada proses yang dilanggar oleh Anggit Kurniawan Nasution,
S.lkom, M.Sc. dalam proses pengajuan Permohonan Surat Keterangan.
Apalagi berkenaan dengan hal keterangan tidak pernah dipidana tersebut,
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri yang menyatakan: "da/am Sistem
lnformasi Penelusuran Perkara (SIPP), ternyata terdapat kekeliruan",
sehingga kemudian SUKET tersebut dicabut.

16. Bahwa quad non, sekiranya tidak terjadi kekeliruan dalam sistem informasi
penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, incasu SUKET
yang diterbitkan menyatakan pernah dijatuhi pidana turut serta melakukan
penipuan dengan ancaman paling lama 3 tahun, maka berdasarkan:

(1) Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g pasca Putusan Mahkamah Nomor
56/PUU-XVll/2019;

(2) Ketentuan Pasal 163 ayat (8) UU 10/2016 pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas uji materiil;

(3) Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.54/PUU­
XXll/2024 tanggal 20 Agustus 2024; dan

(4) Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (f) Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2024;
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Menurut hukum bahwa Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom, M.Sc. tetap 
memenuhi syarat untuk menjadi Galon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. 

17. Bahwa adapun berkenaan dengan adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Pasaman Nomor: 128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024, tanggal 04 Desember
2024 yang menyatakan Galon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan
Nasution, S.lkom, M.Sc. terbukti melakukan pelanggaran administrasi,
dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:

17 .1. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Norn or: 
128/PP.00.02/K.SB-06/11/2024, tanggal 04 Desember 2024 tersebut 
telah ditindaklanjuti oleh Termohon incasu KPU Kabupaten Pasaman 
dengan melakukan Kajian/Telaah Hukum dan mengeluarkan Tindak 
Lanjut Rekomendasi sebagaimana Surat KPU Kabupaten Pasaman 
Nomor: 1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Desember 2024 
Perihal: Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten 
Pasaman jo. Surat Nomor: 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 
Desember 2024 Perihal: Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi 
Bawaslu Kabupaten Pasaman, yang isi pokoknya sebagai berikut: 
(Vide: Bukti PT-6 dan Bukti PT-7). 

"1. Bahwa Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman atas 
nama Welly Suhery dan Anggit Kurniawan Nasution telah 
menyampaikan dokumen persyaratan ca/on secara /engkap 
melalui Sistem lnformasi Pencalonan (S/LON), pada tanggal 28 
Agustus 2024 pukul 09.oo· W/B dan telah mendaftarkan diri 
secara resmi pada hari yang sama pada pukul 14.25 WIB ke 
kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, sesuai 
dengan jadwal pendaftaran pasangan ca/on tangga/ 27 sld 
29Agustus 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penca/onan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota; 

2. Bahwa Galon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan
Nasution dinyatakan telah memenuhi syarat berdasarkan
Penelitian Administrasi Persyaratan Galon Pasangan Galon
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana
dimuat dalam Peraturan Komisi PemHihan Umum Nomor 8
Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Pasal 14, diantara persyaratan ca/on tersebut yaitu Surat
Keterangan Gatatan Kepolisian Republik Indonesia (SKGK) yang
dikeluarkan pada tangga/ 12 Agustus 2024 ditandatangani Kasat
lntelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Metropolitan
Jakarta Selatan dan Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat domisili ca/on, yang dikeluarkan pada
tangga/ 16 Agustus 2024 ditandatangani Wakil Ketua atas nama
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman te/ah
melakukan pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian
Persyaratan Administrasi Galon atas nama Welly Suhery dan

15 



Anggit Kurniawan Nasution pada tanggal 13 sld 14 September 
2024 berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan 
Wakil Walikota; 

4. Bahwa pada rentang waktu masa tanggapan masyarakat tanggal
15 sld 18 September 2024, sebagaimana dimuat dalam lampiran
I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak menerima
tanggapan masyarakat terkait status hukum Galon Wakil Bupati
Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution;

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah
mengeluarkan Keputusan Komisi Pemi/ihan Umum Kabupaten
Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 Tentang Penetapan
Pasangan Ca/on Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada
Pemilihan Serentak Nasional pada tanggal 22 September 2024.
Menetapkan Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman
Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 adalah sebagai
berikut:
1) Sabar AS, S.Ag.,M.Si dan Sukardi, S.Pd., MM;
2) Welly Suhery, S. T dan Anggit Kurniawan Nasution,

S.lkom., MSc; dan
3) Ors. H. Mara Ondak, MM dan Oesrizal, S.K.M., M.Kes.

6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah
menge/uarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor
Urut dan Oaftar Pasangan Galon Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 pada tanggal 23 September
2024. Menetapkan Nomor Urut Oaftar Pasangan Galon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 adalah
sebagai berikut:
1) Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Welly Suhery, ST

dan Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc. Pada
Nomor Urut 1 (satu);

2) Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Ors. H. Mara
Ondak MM dan Oesrizal,SKM., M. Kes. Pada Nomor Urut
2 (dua); dan

3) Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Sabar AS, S.Ag.,
M.Si dan Sukardi,S.Pd., M.M.Pada Nomor Urut 3 (tiga)."

17.2. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, tindak lanjut yang dilakukan 
KPU Kabupaten Pasaman atas Rekomendasi Bawaslu Pasaman 
dengan cara melakukan Kajian/Telaah Hukum, telah sesuai dengan 
prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Um um No. 
15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran 
Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 
"PKPU 15/2024") yang menetapkan sebagai berikut : 
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"(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam 
menindaklanjuti rekomendasi Bawas/u Provinsi atau 
Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun 
Telaah Hukum. 

(4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) waiib memperhatikan keterpenuhan unsur
adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan."

17.3. Bahwa dengan diterbitkannya Tindak Lanjut Rekomendasi oleh 
Termohon dengan Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor: 
1207/PY.02-SR/1308/2024 tanggal 11 Oesember 2024 jo. Surat 
Nomor: 1206/PY.02-SO/1308/2024 tanggal 10 Oesember 2024 
sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan hukum atas 
pelanggaran administrasi Galon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit 
Kurniawan Nasution, S.lkom, M.Sc. terbukti telah diselesaikan 
penegakan hukumnya (Vide: Bukti PT-6 dan Bukti PT-7). 

Atas dasar keseluruhan uraian bantahan Pihak Terkait yang didukung dengan 
argumentasi dan alat-alat bukti yang kuat, dalil-dalil permohonan Pemohon 
berkenaan dengan Galon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, 
S.lkom, M.Sc., tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati dalam proses
pencalonan, tidak terbukti menurut hukum.

Oleh karenanya, pencalonan Pasangan Galon No Urut 1 incasu Pihak Terkait 
adalah sah dan tetap memenuhi syarat, sehingga tidak terdapat dasar dan 
alasan untuk didiskualifikasi. 

B. Tanggapan Terhadap Dalil tentang Calon Bupati Nomor Urut 02, Drs. Mara
Ondak, M.M. Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon Bupati Dalam Proses
Pencalonan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil tentang Galon Bupati Nomor Urut 02, Ors.
Mara Ondak, M.M. tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dalam proses
pencalonan, secara singkat disampaikan tanggapan bahwa pada saat
penetapan pasangan calon, Pemohon tidak pernah mempersoalkan tentang
hal yang didalilkan dalam permohonan a quo.

2. Bahwa quad non, sekiranya benar Galon Bupati Nomor Urut 02, Ors. Mara
Ondak, M.M. tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati, padahal tidak, hal
tersebut tidak berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon dan tidak
berpotensi mengubah kedudukan Pemohon menjadi pasangan calon terpilih.
Sebab, Pasangan Galon Bupati Nomor Urut 02 bukanlah peraih suara
terbanyak sebagaimana konfigurasi perolehan suara yang ditetapkan
Termohon berikut:

No Nama Pasangan Calon Perolehan 
Suara 

1. WELL Y SUHERY, ST. - ANGGIT KURNIAWAN 51.828 
NASUTION, S.lkom, M.Sc. 

2. Ors. H. MARA ONOAK, M.M. - DESRIZAL, SKM., 49.126 
M.Kes

3. SABAR AS, S.Ag., M.Si. -SUKAROI, S.Pd., M.M. 42.689 
Jumlah total suara sah 143.643 
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Atas dasar uraian bantahan Pihak Terkait diatas, maka dalil-dalil permohonan 
Pemohon berkenaan dengan Galon Bupati Nomor Urut 02, Drs. Mara Ondak, 
M.M. tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dalam proses pencalonan,
tidak signifikan dan karenanya tidak terbukti menurut hukum.

G. Tanggapan Terhadap Dalil tentang Termohon Telah Lalai Dan Melanggar
Ketentuan Dalam Meloloskan Galon Bupati Pasangan Nomor Urut 01 Sdr.
Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil tentang Termohon telah lalai dan melanggar
ketentuan dalam meloloskan Galon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 01
Sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc., dari segi substansi, pada
prinsipnya telah terjawab dan/atau telah Pihak Terkait klarifikasi dalam
keterangan pada huruf "A" diatas.

2. Bahwa tidak ada kelalaian dari KPU Pasaman, tidak pula ada yang dilanggar
dalam penetapan Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc., sebagai Galon
Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 01.

3. Bahwa atas dasar uraian bantahan pokok permohonan Pihak Terkait diatas,
maka dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan tuduhan Termohon lalai
dan melanggar ketentuan dalam meloloskan Galon Bupati Pasangan Nomor
Urut 01 Sdr. Anggit Kurniawan Nasution, S.lkom., M.Sc, tidak terbukti
menurut hukum.

D. Tanggapan Terhadap Dalil tentang Termohon Telah Lalai Dan Melanggar
Ketentuan Dalam Meloloskan Drs. Mara Ondak, M.M., sebagai Galon Bupati
Pasaman Nomor Urut 02

1. Bahwa berkenaan dengan dalil tentang Termohon telah lalai dan melanggar
ketentuan dalam meloloskan Galon Bupati Pasangan Nomor Urut 02 Drs.
Mara Ondak, M.M., dari segi substansi, pada prinsipnya telah terjawab
dan/atau telah Pihak Terkait klarifikasi dalam Keterangan Pada Huruf "G"
diatas.

2. Bahwa tidak ada kelalaian dari KPU Pasaman, tidak pula ada yang dilanggar
dalam penetapan Drs. Mara Ondak, M.M., sebagai Galon Bupati Pasangan
Nomor Urut 02.

3. Bahwa quad non, sekiranya benar Galon Bupati Nomor Urut 02, Ors. Mara
Ondak, M.M. tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati, padahal tidak, hal
tersebut tidak berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon dan tidak
berpotensi mengubah kedudukan Pemohon menjadi pasangan calon terpilih.
Sebab, Pasangan Galon Bupati Nomor Urut 02 bukanlah peraih suara
terbanyak sebagaimana konfigurasi perolehan suara yang ditetapkan
Termohon berikut·

No Nama Pasangan Galon Perolehan 
Suara 

1. WELL Y SUHERY, ST. - ANGGIT KURNIAWAN 51.828 
NASUTION, S.lkom, M.Sc. 

2. Drs. H. MARA ONDAK, M.M. - DESRIZAL, SKM., 49.126 
M.Kes

3. SABAR AS, S.Ag., M.Si. - SUKARDI, S.Pd., M.M. 42.689 
Jumlah total suara sah 143.643 
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Atas dasar uraian bantahan Pihak Terkait diatas, maka dalil-dalil permohonan 
Pemohon a quo adalah tidak signifikan dan tidak mempengaruhi keterpilihan 
Pemohon, karenanya tidak beralasan menurut hukum. 

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pihak Terkait tegaskan bahwa seluruh dalil dan 
peristiwa hukum yang disampaikan Pemohon dalam perkara a quo baik yang 
berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat Galon Wakil Bupati Nomor Urut 01, Anggit 
Kurniawan Nasution, S.lkom, M.Sc., sebagai Galon Wakil Bupati dalam proses 
pencalonan, maupun berkenaan dengan tidak terpenuhinya Galon Bupati Nomor Urut 
02, Ors. Mara Ondak, M.M. sebagai Galon Bupati, kesemuanya tidak ada yang terbukti 
dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan bagi 
Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. 

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya. 

Ill. PETITUM 

Berdasarkan uraian argumentasi sebagaimana tersebut di atas, perkenankan Pihak 
Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara a quo untuk 
mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI: 

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN 

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pasaman
Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pasaman Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin, tanggal
2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB di Lubuk Sikaping.

Atau: 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil­
adilnya (ex aequo et bona). 

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan 
Mahkamah, dihaturkan banyak terima kasih. 
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AAN SUKIRMAN, S.H., M.H. 

FARDIAZ MUHAMMAD, S.H. 

Hormat kami 

uasa Hukum Plhak Terkait 

JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H. 
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